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ABSTRAK 
Nama :  Sinar 
NIM :  10500113190 
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Delik Pembunuhan Dengan  
   Menggunakan Badik Di Kota Makassar. 
 
 
 Pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu: 1) Faktor-faktor apakah yang 
menyebabkan terjadinya pembunuhan menggunakan badik di kota Makassar? 2) 
Langkah-langkah apakah yang dapat di tempuh untuk mencegah pembunuhan dengan 
menggunakan badik di kota Makassar? 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), 
dengan pendekatan bersifat normatif – empiris yakni mengkaji kolerasi antara kaidah 
hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang–undangan dengan kaitannya 
terhadap peristiwa hukum pada kasus pembunuhan dengan menggunakan badik di 
kota Makassar di tinjau dari 3 (tiga) tahun terakhir.  
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor-faktor 
penyebab terjadinya pembunuhan dengan menggunakan badik yaitu ada 2 (dua) 
faktor : faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari faktor 
pendidikan dan faktor lingkungan sedangkan faktor tidak langsung terdiri dari faktor 
ekonomi dan faktor adat. 2) Langkah-langkah yang dapat di tempuh dalam 
menanggulangi terjadinya pembunuhan dengan menggunakan badik yaitu pre-emtif 
dilakukan dengan mengadakan penyuluhan, preventif dilakukan dengan  mengadakan 
patroli dan ronda malam dan represif di lakukan dengan melakukan tindakan 
kepolisian yakni penangkapan, penahanan dan pelimpahan kasus ke Penuntut Umum 
(P-12).  
Saran dari penelitian ini adalah: 1) Agar pihak kepolisian lebih menambah 
lagi jumlah personil khususnya yang ditempatkan di beberapa pos-pos polisi dan 
sebaiknya pihak kepolisian lebih teliti lagi dalam melihat kondisi di masyarakat 
sehingga mampu dengan cepat dan intensif apabila terjadi kejahatan khususnya delik 
pembunuhan dengan menggunakan badik di kota makassar. 2) Selain itu pihak 
pemerintah dan kepolisian diharapkan agar dapat berkompoten mengenai masalah ini 
agar lebih aktif dan meningkatkan koordinasi dalam memberikan upaya-upaya 
penyuluhan di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadii delik pembunhan dengan 
menggunakan badik. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Banyak fenomena sosial yang dapat dijumpai dalam masyarakat sehari-hari, 
yang kesemuanya itu menunjukan bahwa kehidupan masyarakat itu sifatnya dinamis. 
Kehidupan manusia di masyarakat adalah menyangkut dua segi, yang manusia 
sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk individu. 
Sebagai makhluk sosial, maka manusia dalam hidup sehari-hari di masyarakat 
selalu mengadakan hubungan antara satu dengan yang lainnya (interaksi sosial), guna 
memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat rohaniah. Mustahil bila ada manusia dapat 
memenuhi segala kebutuhan sosialnya tanpa mendapat bantuan dengan orang lain. 
Di dalam melakukan hubungan atau interaksi sosial manusia selalu terkait 
akan peraturan-peraturan atau norma-norma tertentu, yang berfungsi mengatur segala 
tingkah laku sosial seseorang yang harus dipenuhi atau ditaati, supaya interaksi itu 
dapat berjalan lancar aman dan tertib. Dengan kata lain, segala aspek hidup dan 
kehidupan manusia dalam masyarakat bangsa dan bernegara adalah diatur dan dikuasi  
oleh hukum. 
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur  dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah 
Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 
menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikan dapat dikatakan bahwa 
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Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban 
hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat 
adil dan makmur.
1
 
Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pada keberadaan Negara Indonesia 
sebagai negara hukum (rechstaat) yang mensyaratkan, bahwa segala segi kehidupan 
warganya dalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah diatur dan 
dikuasai oleh hukum. 
Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan 
perundang-undangan salah satunya digunakan kebijakan hukum pidana.  Dengan 
landasan tersebut di atas maka semua warga negara Indonesia yang melakukan 
pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang 
berlaku, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.  
Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, 
yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeigkeit), dan 
keadilan (gerechtigkeit). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel 
terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat 
akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan 
atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan 
penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur 
                                                 
1
 Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM  dan Masyarakat Madani, 
(Jakarta: Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012),  h.121 
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yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, 
baik secara komutatif maupun secara distributif.
2
 
Meskipun demikian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak 
dijumpai adanya perbuatan atau tindakan yang merugikan pihak lain dan masyarakat, 
sehingga interaksi sosial dan ketertiban masyarakat terganggu. Hal itu dapat disadari 
sebab dalam interaksi sosial itu terjadi pertemuan kepentingan umum lainnya, 
sehingga tidak mustahil bahwa pergaulan hidup manusia itu lalu timbul berbagai 
pertentangan antara satu dan lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan tindakan 
pidana (delik), misalnya pembunuhan, penganiayayaan, dan lain sebagainya. 
Itu adalah salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari pergaulan 
hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah 
dii tengah masyarakat. Sebab pelaku dan korbannya adalah masyarakat juga. 
Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan 
peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin 
meresahkan masyarakat saat in. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam 
kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat 
peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia 
sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan 
kehidupannya, dimana pembunuhan sebagai salah satu fenomena dalam usaha 
mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat 
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 Rahman Syamsuddin  dan  Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, (Makassar: Mitra 
wacana media, 2014), h. 69-70 
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perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, 
maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. 
Pembunuhan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat keji dan biadab, 
yang tidak sengaja bertentangan dengan hukum tetapi juga bertentangan dengan 
norma atau kaidah sosial yang masih terpelihara dalam masyarakat. Dalam surah dan 
hadist pun di bahas mengenai pembunuhan.  
Adapun dalil yang mengatur tentang pembunuhan yaitu Q.S An-Nisaa’ ayat 
93 
                                      
              
 
Terjemahannya : Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan 
sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka 
kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.
3
 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pembunuhan 
digolongkan sebagai delik kejahatan, yang diancam hukumannya sangat berat, 
bahkan dapat diancam pidana mati seperti halnya dengan pembunuhan direncanakan 
terlebih dulu (Pasal 340 KUHP). 
Walaupun pembunuhan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan diancam 
pidana sangat berat, namun dikalangan masyarakat, khususnya di Kota Makassar 
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 Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep.Agama RI., Al-Quran dan Terjemahannya, 
(Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran,1985), hlm.136 
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masih sering terjadi pembunuhan, dengan berbagai motif seperti pembunuhan dengan 
menggunakan badik. Hal ini tentunya merupakan suatu problem sosial. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia badik adalah alat yang berbentuk 
pisau belati bermata satu sedangkan membadik yaitu menikam dengan badik. Yang 
dimana badik ini merupakan simbol  kejantanan bagi lelaki bugis Makassar. 
Adat istiadat biasanya berkembang lama dengan masyarakat. Dan karena 
sudah berkembang lama dalam masyarakat, maka dengan sendirinya menjadi suatu 
suliit dirubah dan ditinggalkan. Tetapi selain itu, dalam kenyataan sosial dalam 
masyarakat terdapat pula pola-pola perilaku kelompok masyarakat tertentu  yang 
tidak sejalan dengan budaya tertentu. Pola perilaku tersebut sedemikian berkembang 
disamping budaya tertentu yang di sebut dengan “sub culture” (sudah merupakan 
bagian dari budaya). 
Kebiasaan membawa dan memiliki badik merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan “sub culture” tersebut, khususnya di Kota Makassar. Bahkan 
masyarakat setempat beranggapan bahwa membawa badik merupakan perbuatan 
biasa saja. Masyarakat beranggapan perbuatan itu merupakan kebiasaan sebagai 
bentuk kejantanan atau sebaliknya membela diri. Namun hal ini, masyarakat sering 
kali keliru dalam menggunakannya. Terkadang digunakan untuk melakuan kejahatan 
seperti penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. 
Berdasarakan pemikiran-pemikiran dan uraian-uraian di atas, penulis tertarik 
untuk mencoba meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul 
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tinjauan kriminologi terhadap delik pembunuhan dengan menggunakan badik di Kota 
Makassar.   
B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus 
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai tinjauan 
kriminologi terhadap delik pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam 
khususnya badik. Mengenai gambaran fokus penelitian yang hendak di teliti oleh 
penulis yang pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan 
dengan menggunakan badik di Kota Makassar, dan yang kedua adalah langkah-
langkah yang dapat di tempuh untuk mencegah pembunuhan dengan menggunakan 
badik di Kota Makassar. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik  beberapa 
permasalahan, sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembunuhan dengan 
menggunakan badik di Kota Makassar ? 
2. Langkah-langkah apakah yang dapat di tempuh untuk mencegah pembunuhan 
dengan menggunakan badik di Kota Makssar ? 
D. Kajian Pustaka 
Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu 
mengenai tinjauan kriminologi terhadap delik pembunuhan dengan menggunakan 
badik, belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini 
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namun adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi ini 
yang mengenai diantarannya adalah : 
1. Topo Santoso dan Eva achjani dalam bukunya Kriminologi menjelaskan bahwa 
kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.
4
 
2. Adami Chazawi dalam bukunya kejahatan terhadap tubuh dan nyawa 
menjelaskan bahwa kejahatan terhadap nyawa (misdrijen tegen bet leven) adalah 
berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.
5
 
3. Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris dalam bukunya merajut hukum di 
Indonesia bahwa hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur 
perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang 
berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan 
peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.
6
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan 
dengan menggunakan badik di Kota Makassar. 
b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat di tempuh untuk mencegah 
pembunuhan dengan menggunakan badik di Kota Makassar. 
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2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang 
komprehensif mengenai hukum  khususnya mengenai pembunuhan dengan 
menggunakan badik di kota Makassar. 
b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya 
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BAB  II 
TINJAUAN  PUSTAKA 
A. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang 
ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti 
kejahatan atau penjahat dan “logos”yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi 
dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.
1
 
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian kriminologi, ada beberapa 
pendapat tentang pengertian kriminologi, yaitu : 
BONGER memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2
 
Adapun pendapat lain tentang kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala 
individual dan gejala sosial, yang harus terus dikaji validitasnya. Kriminologi 
digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas 
kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan.
3
  
Dari pengertian tersebut, ternyata melalui klausa mempelajari tentang 
kejahatan, bahwa kriminologi mengandung pengertian yang sangat luas.  Dikatakan 
demikian, karena didalam mempelajari kejahatan tidak lepas dari berbagai pengaruh 
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dan sudut pandang.  Ada yang memandang kriminologi dari sudut latar belakang 
timbulnya kejahatan, dan ada pula yang memandang kriminologi dari sudut prilaku 
yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 
Maka apabila dikomparasikan rumusan-rumusan tersebut diatas akan nampak 
dengan jelas bahwa apa yang diartikan kriminologi itu tidak ada kesatuan pendapat 
satu sama lain.  Walaupun ahli kriminologi tidak ada kesatuan pendapat akan tetapi 
penulis mencoba mengambil kesimpulan, bahwa kriminologi adalah suatu ilmu 
pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan 
penjahat bentuk penjelmaan sebab akibat, dengan tujuan hanya mempelajari sebagai 
ilmu, atau hasilnya dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas 
kejahatan itu sendiri. 
Dengan demikian maka bidang kriminologi seluruhnya meliputi : pengertian 
tentang kejahatan dan penjahat, teori-teori sebab-sebab kejahatan, usaha-usaha 
pencegahan  dan penanggulangan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat. 
Oleh karena itu dalam ilmu pengetahuan, kriminologi masuk dan dalam 
kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan 
dengan Hukum Pidana, tapi juga terhadap hubungan baik dengan norma-norma yang 
berlaku dalam masyarakat, ada masyarakat yang menerapkan norma-norma Hukum 
dan ada masyarakat yang menerapkan norma-norma Adat kebiasaan yang telah 
ditentukan oleh nenek moyangnya. 
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B. Teori-teori Kriminologi 
Ada beberapa teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis 
dan psikologis yang di kemukakan para ahli adalah : 
1. Cesare Lambroso (1835-1909) 
Menurut teori lambroso bahwa penjahat yaitu memilki sifat bawaan biasa di 
sebut born criminal (penjahat yang dilahirkan). Selain born crminal, ada beberapa 
kategori yang di tambahkan lambroso yaitu insane criminals dan criminoloids. Insane 
criminal yaitu bukanlah penjahat sejak lahir melainkan penjahat yang tidak mampu 
menafsirkan beberapa perubahan dalam otak mereka sehingga tidak mampu 
membedakan anatara salah dan benar sedangkan criminoloids yaitu penjahat 
kambuhan (habitual criminals), biasanya penjahat seperti ini diakibatkan karena 
nafsu dan berbagai tipe lain. 
Menurut lambroso, seorang individu yang lahir dengan salah satu dari lima 
stigma adalah seorang born criminal (penjahat yang dilahirkan). Kategori ini 
mencakup kurang lebih sepertiga dari pelaku kejahatan. Sementara itu, penjahat 
perempuan, menurutnya berbeda dengan penjahat laki-laki. Ia adalah pelacur yang 
mewakili born criminal. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan sifat dengan 
anak-anak; moral sense mereka berbeda, penuh dendam, cemburu.. sebagai 
konsekuensi penjahat perempuan merupakan suatu monster.
4
 
2. Enrico Ferri (1856-1929) 
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 Topo santoso dan Eva Achjani, Kriminologi, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 
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Ferri merupakan  salah satu tokoh penting dari kriminologi, jika lambroso 
hanya memberikan faktor-faktor biologis dibandingkan faktor sosial sedangkan Ferri 
lebih memberi penekanan pada kesaling-hubungan dari faktor sosial, ekonomi, dan 
politik yang mempengaruhi kejahatan. Teori ini menjelaskan pengaruh-pengaruh 
kejahatan berada diantara faktor fisik dan faktor sosial. 
3. Raffaele Garofalo (1852-1934) 
Menurut teori ini, kejahatan muncul karena alamiah (natural crimes) yang 
ditemukan diseluruh masyarakat. 
4. Charles Buchman Goring (1870-1919) 
Goring menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan 
antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. 
Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini 
sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa para pejabat secara biologis lebih inferior, 
tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.
5
 
C. Unsur-Unsur Delik pada Umumnya Dan Unsur-Unsur Delik Pembunuhan 
Delik berasal dari kata delictum yang diistilahkan dalam bahasa belanda Dari 
kata strafbaarfeit. Para ahli hukum menterjemahkan kedalam berbagai istilah dengan 
perumusan sesuai dengan sudut pandang para ahli hukum itu. Ada yang menyebutkan 
peristiwa pidana, ada pula yang menyebutkan pelanggaran pidana dan tindak pidana. 
Kejahatan baru dapat dianggap selesai, apabila akibatnya telah terjadi. sebelum 
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dibahas lebih lanjut tentang jenis delik pembunuhan dan unsur-unsurnya, maka ada 
baiknya penulis kemukakan pengertian delik terlebih dahulu.  
Pakar ilmu hukum pidana di Indonesia strafbaar feit diterjemahkan dalam 
bahasa Indonesia secara berbeda-beda. Demikianpun unsur-unsurnya diuraikan secara 
berbeda-beda pula. 
Di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana 
istilah strafbaarfeit ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di 
Indonesia maupun sarja di luar Indonesia. Selain istilah strafbarfeit ada juga yang 
memakai istilah lain yaitu delict, yang berbeda dengan delict yang sudah disepakati 
yang kemudian di terjemahkan dengan delik. Oleh karena itu, terjemahan 
strafbaarfeit itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli 
hukum. 
Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya 
sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan 
strafbaarfeit ini dengan isitlah “perbuatan yang boleh dihukum”. Dua sarjana lainnya 
yakni Tirtaatmidjaja dan Utrecht mengistilahkan strafbaarfeit dengan istilah: 
“peristiwa pidana”. Dari sebagian sarjana yang membberikan isitlah starbaarfeit ini, 
nampaknya pendapat Satochid yang disetujui oleh Engelbrecht untuk memakai isitlah 
strafbaarfeit ini oleh masing-masig sarjana tersebut diatas, tentu saja mempunyai 
alasan-alasan sendiri-sendiri.
6
 
                                                 
6
 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang, Setara Perss, 2016), h. 58-59 
14 
 
 
Menurut Van Hamel mendefinisikan delik (Straf baar feit) adalah kelakuan 
manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang yang bersifat melawan hukum yang 
patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.
7
 
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan 
dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan 
tersebut.
8
 
Sedangkan Utrecht , memakai istilah peristiwa pidana  dalam mengemukakan 
sebagai peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
9
  
Alasan Utrecht sehingga cenderung memakai istilah peristiwa pidana dalam 
menterjemahkan Strafbaarfeit, karena menurut beliau peistiwa itu meliputi semua 
perbuatan  (aktif) atau suatu kelalaian (passif) maupun akibatnya dan atau keadaan 
yang ditimbulkan oleh kelalaian tersebut.  
Menurut simon, bahwa Strafbaar feit ( Terjemahan harafiah; peristiwa pidana) 
ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang 
yang mampu bertanggung jawab.
10
 
Kesalahan yang dimaksud simons adalah kesalahan yang meliputi arti luas. 
Dalam artian, dolus ( sengaja) dan culpa late ( alpa dan lalai). 
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Demikian pula Vos memberikan defenisi yang singkat, bahwa strafbar feit 
ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan  perundang-undangan 
diberikan pidana
11
 
Terjemahan lain adalah tindak pidana, seperti yang digunakan oleh Soesilo, 
tetapi mungkin beliau hanya mengikuti pembuat undang-undang di Indonesia yang 
terlebih dahulu menggunakan istilah tindak pidana. 
Ada beberapa pendapat pakar hukum mengenai pengertian hukum pidana 
yaitu : 
1. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang 
negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana 
dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider.
12
 
2. Roeslan saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat 
dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan 
sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat.
13
 
3. Bambang Purnama, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi.14 
Selain beberapa pendapat tentang hukum pidana tersebut, ada pendapat lain 
tentang hukum pidana yang di kemukakan oleh Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris 
bahwa hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik 
menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau 
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melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang 
diancam dengan sanksi pidana.
15
 
Seperti dikemukakan terdahulu bahwa, pembuat undang-undang di indonesia 
memakai istilah tindak pidana khususnya di dalam kitab undang-undang hukum 
pidana indonesia, juga tidak diberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 
strafbaar feit tersebut. Kalau kita bandingkan pandangan tersebut dengan pendapat 
andi zainal abidin farid tentang straafbaar feit  yang diterjemahkan dengan peristiwa 
pidana. 
Timbulnya perbedaan terjemahan istilah di atas, di sebabkan luasnya dan 
banyak seginya dari strafbaarfeit itu sendiri. Secara harafiah kata “feit” itu berarti 
“peristiwa”, akan tetapi karena peristiwa dalam bahasa Indonesia meliputi bukan saja 
perbuatan manusia, maka Satochid tidak setuju dengan istilah tersebut. Strafbaarfeit 
itu adalah perbuatan manusia (menselijke handeling), akan tetapi Satochid pun tidak 
setuju dipakai istilah perbuatan, karena dalam pandangan Satochid tidak tepat apabila 
digunakan atau dipakai kata “peristiwa” karena istilah ini sendiri di anggap terlalu 
luas karena meliputi juga peristiwa yang bukan perbuatan manusia. Oleh karena itu, 
maka istilah perbuatan terlalu sempit, sebab menurut bahasa, perbuatan itu hanya 
meliputi perbuatan yang aktif, gerakan badan (spierbeweging), padahal strafbaarfeit 
itu juga di maksudkan perbuatan yang pasif, yakni bila seseorang tidak berbuat, 
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misalnya tidak dapat dipanggil jadi saksi, tidak menutup pintu jalan rel kereta api, 
tidak memberi pertolongan pada orang dalam bahaya, dan lain sebagainya.
16
 
Dari defenisi delik di atas bahwa istilah delik yang paling tepat digunakan 
karena menurut pendapat Andi Zainal Farid yaitu : 
a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana 
b. Lebih singkat, efisien, dan netral dapat mencakup delik-delik khusus yang 
subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati. 
c. Orang yang memakai isitlah strafbaar feit, tindak pidana dan perbuatan pidana 
yang menggunakan istilah delik.
17
 
Dengan memperhatikan beberapa pengertian delik yang di kemukakan 
terlebih dahulu, maka dapat ditarik suatu konklusi,  bahwa suatu perbuatan manusia 
dikategorikan suatu delik bilamana memenuhi unsur-unsur. 
Peristiwa pidana apabila dikaji lebih lanjut , maka pada intinya mempunyai 
dua segi yaitu segi Obyektif dan Subyektif. Ditinjau dari segi Obyektif, peristiwa 
pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, dalam hal ini 
bersifat tanpa hak yang dapat menimbulkan akibat oleh hukum yang dilarang dan 
dikenakan ancaman Hukuman. Unsur penting dalam peristiwa pidana ini adalah unsur 
Onrechtmatigheid yaitu sifat tanpa hak. Suatu peristiwa tidak memiliki 
Onrechtmatigheid, maka tidak ada pula peristiwa pidana. 
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Lanjut Andi zainal abidin farid memakai istilah “delik”, karena menurutnya, 
ia tidak menimbulkan kejanggalan, oleh karena berarti perbuatan tercela yang 
terlarang dan istilah itu disingkat serta dikenal secar internasional.  
Istilah strafbaar feit yang diterjemahkan kedalam bahasa dalam bahasa 
Indonesia yang oleh sajana-sarjana hukum pidana tersebut adalah pelanggaran 
pidana, perbuatan melanggar hukum, peristiwa pidana dan delik. 
Perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu 
megandung 4 (empat) unsur penting yaitu sebagai berikut: 
a. Perbuatan itu  melawan hukum; 
b. Perbuatan itu merugikan masyarakat; 
c. Perbuatan itu dilarang oleh aturan pidana; 
d. Pelaku perbuatan itu diancam dengan pidana. 
Adapun unsur-unsur pertangung jawaban pidana pembuat delik terdiri atas: 
a. Kemampuan bertanggung jawab; 
b. Kesalahan yang terdiri atas kesengajaan dan kelalaian ; 
c. Tidak adanya dasar pembenar 
Kemudian dalam rumusan pasal 338 KUHP, ada beberapa kalimat yang perlu 
diperhatikan yaitu: 
Pertama: Barang siapa “ kalimat ini mengandung makna orang siapa saja dan 
tidak mengandung pengecualian sepanjang dapat dipertanggung jawabkan”. 
19 
 
 
Kedua: Dengan sengaja yang berarti “ bukan sekadar berbuat “tetapi memang 
sudah terbetik dalam jiwanya akan tindakan itu dan dibuktikan dengan suatu tingkah 
laku (perbuatan)”. 
Ketiga: Menghilangkan jiwa orang lain. Kalimat ini intinya adalah suatu kerja 
“ menghilangkan “ kata kerja ini mengandung makna bahwa awalan “me” dan 
akhiran “kan” terselip pengertian “perbuatan” Hal itu dapat dilihat dari asal katanya 
“hilang” mendapat tambahan awalan “meng” dan akhiran “kan”. Dengan demikian 
menjadikan kata kerja mengandung pengertian suatu perbuatan memisahkan jiwa dari 
jasat orang orang sebab memang kalimat diatas menunjukan objek adalah jiwa orang 
lain. Itulah sebsbnya terkadang ada peristiwa pidana yang menimbulkan akibat-akibat 
matinya orang lain, tapi tidak dipandang sebagai delik pembunuhan karena memeng 
objeknya atau niat sipelaku bukan untuk membunuh ; seperti misalnya pasal 359 
KUHP. Sebab memang niat sipelaku tidak dimaksudkan untuk membunuh. Uraian-
uraian tersebut sekaligus mengantarkan unsur-unsur delik pemebunuhan yaitu : 
a. adanya perbuatan; 
b. perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (niat); 
c. untuk menghilangkan jiwa orang lain. 
D. Jenis-jenis pembunuhan 
Pembunuhan diatur dalam KUHP pasal 338 s/d pasal 350 Bab XIX Buku I, 
kejahatan terhadap nyawa (Misdrifen), merupakan delik materiil (akibat yang 
dilarang) akibat matinya orang dengan cara apapun. 
20 
 
 
Dalam hukum islam juga terdapat dalil tentang pembuhan yaitu Q.S Al-
Maidah ayat 32 
                                    
                                             
                          
     
Terjemahannya : oleh karena itu kamii tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, 
bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusiia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang 
memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara 
kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-
rasul kami dengan (membawa) keteranga-keterangan yang jelas, kemudian banyak 
diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 
kerusakan dimuka bumi.
18
 
1) Pembunuhan biasa 
Kejahatan ini dinamakan makar “mati” atau “pembunuhan” (doodslag). Disini 
diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian 
itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk di dalam niiatnya.
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Disini yang diperlukan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan 
kematian itu disengaja, artinya dimaksudkan dalam niatnya. Jadi delik pembunuhan 
adalah suatu perbuatan secara sengaja, dilakukan dengan melawan hukum dan 
menghendaki akibat dari perbuatan itu yakni matinya orang lain. 
Adapun unsur-unsur terjadinya delik pembunuhan biasa, maka disyaratkan 
adanya: 
1. Unsur melawan hukum 
Melawan hukum secara tegas tidak terdapat dalam Pasal 338 KUHP misalnya, 
namun tidak berarti bahwa delik pembunuhan tidak melawan hukum. 
Melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum bukan saja dengan hak 
orang lain (hukum subyektif), melainkan juga dengan hukum obyektif, seperti dengan 
hukum perdata, hukum tata usaha negara. 
Rumusan delik sebagaimana rumusan undang-undang telah dipenuhi, namun 
tidak mempunyai unsur melawan hukum dalam arti luas, yakni tidak mempunyai sifat 
melawan hukum materiil, maka pelaku delik tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini 
terjadi kalau seseorang dengan sengaja melakukan pembunuhan, namun terhadapnya 
tidak dijatuhkan pidana, karena adanya dasar pembenar misalnya pembelaan terpaksa 
menurut Pasal 49 (1) atau alasan pemaaf misalnya perlampauan pembelaan terpaksa 
menurut Pasal 49 (2) sebagai penghapusan pidana terhadap perbuatan. 
2. Unsur sengaja 
Perbuatan manusia itu dapat saja terjadi karena disengaja dapat pula terjadi 
karena tidak disengaja.Sengaja menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab 
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Undang-undang hukum pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut bagai suatu 
pembunuhan. 
Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan 
sesuatu atau sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya denga 
catatan bahwa opzet dan pelakunya itu harus ditunjukan pada akibat berupa 
meninggalnya orang lain.
20
 
Para sarjana hukum pidana membagi corak atau tingkat kesengajaan dalam 
tiga tingkatan yaitu: 
a. Sengaja sebagai niat 
b. Sengaja sadar akan keharusan atau kepastian 
c. Sengaja, insaf akan memungkinkan (dolus eventulis). 
Sengaja sebagai niat, bahwa terjadi bilamana seseorang melakukan perbuatan 
secara sengaja guna dapat mencapai suatu akibat yang diniatkannya, sedangkan sadar 
akan keharusan atau kepastian, ada pada seseorang bilamana ia melakukan perbuatan 
untuk mencapai tujuan terdekatnya, menyadari pula bahwa kalau ia meneruskan 
perbuatannya, maka harus atau pasti terjadi akibat yang tidak dimaksudkan. 
3. Akibat Matinya Orang Lain 
Akibat matinya orang lain dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 338 KUHP, 
yaitu akibat perbuatan itu dilarang Undang-undang yaitu matinya orang lain dan 
dalam ilmu hukum pidana, delik termasuk delik materiil. 
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Jadi delik pembunuhan dapat dilihat dari perbuatan orang yang mewujudkan 
delik, yang secara kausal menimbulkan akibat matinya orang lain.Seseorang 
mengirim makanan terhadap seseorang yang lebih dahulu telah diberinya racun, 
sedang terjadinya delik secara negatif misalnya seseorang ibu yang sengaja tidak 
memberi makan seorang anaknya yang baru dilahirkannya sehingga anak tersebut 
meninggal dunia, maka ibu tersebut telah bersalah melakukan pembunuhan sesuai 
Pasal 341 KUHP. 
Kejahatan yang ditujukan pada nyawa pada umumnya yaitu berisi 
pembunuhan pokok pasal 338 (dogslaag) atau pembunuhan dalam arti umum unsur 
(respek) pasal 338 berlaku untuk semua tindak pidana pembunuhan kecuali ada unsur 
khusus. misalnya: Abortus Spontanius yaitu janin keluar karena ibunya kecelakaan, 
Abortus Provocatus Crimminalis yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja, 
Abortus Provocatus Medisinalis yaitu janin dipaksa keluar karena ibunya sakit. 
Unsur subyektif: Kesengajaan, unsur yang ada didiri sipelaku dan sipelaku 
menghendaki dan mengetahui akibatnya, pidana penjara 15 tahun.  
2) Pembunuhan berkualifikasi 
Pembunuhan berkualifikasi diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, yang berbunyi: 
“Makar mat diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat 
dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan 
perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-
kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya 
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dengan melawan hak, dihukum perjara seumur hidup atau perjara sementara selama-
lamanya dua puluh tahun”.21 
Kejahatan Pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan suatu 
bentuk khusus pembunuhan yang diperberat (gequilificeerdedoodslag). 
Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak 
pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok 
(338) dan yang lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaannya. Apabila 
pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi, 
misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian di mana pencuriannya itu 
belum terjadi, maka kejahatan pasal 339 KUHP tidak terjadi. Adanya unsur diikuti 
disertai tau didahului oleh tindak pidana lain, artinya itu baru merupakan 
percobaannya, sedangkan pembuhannya telah terjdi, maka yang terjadi adalah 
percobaan kejahatan lain pada pembunuhan pasal 339 KUHP. misalnya seorang 
pemuda, untuk mempersiapkan kejhatan memperkosa seorang gadis (285 KUHP), 
petindak membunuh pengawal si gadis terlebih dulu, tetapi sebelum berhasil 
memperkosa, dia ditangkap masyarakat ramai. 
Walaupun ada 2 kejahatan terjadi sekaligus, tetapi di sini tidak ada 
perbarengan perbuatan (consursus realis, 65, 66 dan 70 KUHP), karena dua atau 
lebih tindak pidana dalam perbarengan perbuatan, antara yang satu dengan yang lain 
masing-masing berdiri sendiri-sendiri, terpisah atau tidak ada hubungan. Sedangkan 
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dalam pasal 339, antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu ada hubungan 
yang erat (bersifat subyektif). 
Adanya hubungan ini tampak dari adanya kalimat “dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau suatu tindak pidana, tetapi suatu sistem penjatuhan pidana dalam 
hal terjadinya dua  atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama. 
Sedangkan apa yang dirumuskan dalam pasal 339 adalah salah satu bentuk kejahatan. 
Dalam unsur tindak pidana lain yang harus telah terwujud dan harus ada 
hubungan (subyektif) dengan pembunuhan, tidak selalu berupa kejahatan, tetapi boleh 
juga suatu pelanggaran. Oleh karena dalam rumusan pasal 339 disebut istilah tindak 
pidana (strafbaar feit), yang menurut KUHP dibedakan antara kejahatan dengan 
pelanggran. 
Unsur/perkataan diikuti, disertai atau didahului yang ditempatkan antara unsur 
pembunuhan dengan tindak pidana (lain), menunjukan bahwa ada hubungan 
(obyektif) yang erat antara pembunuhan dengan tindak pidana lain. Sang pemuda 
membunuh pengawal pengawal gadis dengan memperkosa gadis ada hubungan 
obyektif. Perkataan untuk mempersiapkan, dari sudut obyektif bahwa pembunuhan 
itu adalah sebagai langkah awal untuk melakukan tindak pidana lain, artinya 
dilakukan lebih dulu, kenyataan/adanya lebih dulunya pembunuhan dari yang pada 
tindak pidana lain adalah bersifat obyektif, dan hal inilah yang harus dibuktikan. 
Tetapi apakah benar-benar pembunuhan itu berperan sebagai persiapan dalam 
kenyataannya tidaklah penting, karena unsur mempersiapkan juga harus dihubungkan 
dengan unsur maksud. Mempersiapkan adalah dituju  oleh unsur maksud, dan dalam 
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hal ini yang harus dibuktikan adalah, pertama secara obyektif bahwa pembunuhan itu 
dilakukan lebih dulu dari tindak pidana lain, dan yang kedua secara subyektif bahwa 
maksud yang terkandung dalam batin terdakwa adalah sebagai maksud untuk 
mempersiapkan tindak pidana lain. Keduanya walaupun bisa dibedakan, tetapi tidak 
bisa dipisahkan. 
Unsur-unsur yang lain (bersifat alternaif) yang berupa unsu-unsur subyektif, 
menunjukkan ada hubungan yang bersifat subyektif (hubungan alam batin petindak) 
antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu. Hubungan ini terdapat dari 
unsur/perkataan dengan maksud. 
Adanya hubungan obyektif maupun hubungan subyektif antar pembunuhan 
denga tindak pidana yang lain, dapat dilihat dari perkataan atau unsur-unsur: diikuti, 
disertai atau didahului dan dengan maksud untuk mempersiapkan dan seterusnya. 
a. Dari Unsur Diikuti Maksud Mempersiapkan 
Apabila pembunuhan itu diikuti (geolgd) oleh tindak pidana  lain, yang artinya 
pembunuhan itu dilakukan lebih dulu, baru kemudian tindak pidana lain, maka 
maksud untuk melakukan pembunuhan itu adalah untuk memprsiapkan dan 
seterusnya. 
Contohnya, A berkehendak untuk mencuri dalam sebuah bank pada malam 
hari . pda bank itu ada seorang petugas Satpam sedang berjaga. Sebelum melakukan 
pencurian kejahatan lain), Satpan itu dibunuhnya. Setelah satpam itu mati barulah ia 
melakukan pencurian. Pada contoh ini tampaknya dengan jelas maksud membunuh 
adalah untuk mempersiapkan pencurian. 
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b. Dari Unsur Disertai dan Maksud Mempermudah 
Apabila pembunuhan itu disertai (vergezeld) oleh tindak pidana lain, yang 
artinya bahwa pelaksanaan pembunuhan dengan pelaksanaan tindak pidana lain 
terjadi secara berbarengan/serentak, maka maksud melakukan pembunuhan itu 
ditujukan pada hal mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tindak pidana lain. 
Pembunuhan yang dikualifikasikan pembunuhan itu diikuti, disertai didahului 
oleh sipelaku tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan 
atau mempermudah waktu pelaksanaannya contoh : merampas milik orang lain. 
Ancaman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. 
3) Pembunuhan Berencana  
Pembunuhan biasa (doodslag)  dengan pembunuhan direncanakan terlebih 
dahulu (moord) karena direncanakan terlebih dahulu yang diantarai oleh tenggang 
waktu (jarak) antara munculnya kesengajaan dengan waktu adanya rencana untuk 
mewujudkan niat tersebut 
Maka dapat disimpulkan  bahwa dalam pembunuhan berencana itu si pembuat 
ada cukup waktu untuk memikirkan secara matang untuk menentukan cara, waktu 
dan tempat untuk mewujudkan kesengajaannya dengan hati yang tenang. 
Pasal-pasal dalam KUHP sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat 
menggolongkan jenis kejahatan yang telah terjadi, selain itu untuk dapat 
membedakan peristiwa-peristiwa yang terjadi, disamping itu pula untuk dapat 
membedakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dengan pembunuhan berencana 
Pasal (340 KUHP). 
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Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam 
pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih 
dahulu”. Oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur pasal 338, maka 
pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri 
(een zelfstanding misdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk 
pokok (338).
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Unsur-unsur pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana adalah sama, 
hanya unsur delik pembunuhan berencana ditambahkan adanya unsur yang 
direncanakan terlebih dahulu dengan hati yang senang. 
Masing-masing kejahatan mempunyai ancaman hukum sendiri-sendiri. 
Misalnya delik pembunuhan mempunyai tingakatan ancaman pidana yang ditentukan 
oleh peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya, misalnya pembunuhan biasa 
sebagaiman yang diatur dalam Pasal 338 KUHP hukuman paling lama lima belas 
tahun. Akan tetapi dapat pula dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup atau 
paling lama dua puluh tahun, bila peristiwa yang mendahuluinya dilakukan demi 
memudahkan pelaksanannya, atau untuk melepaskan diri maupun peserta lainnya dari 
pidana dalam hal tertangkap tangan,  (Pasal 339 KUHP). 
Ada juga pembunuhan yang maksimum pidananya diperingan menjadi tujuh 
tahun penjara jika dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru dilahirkan 
karena takut diketahui  oleh umum bahwa, ia telah melahirakan bayi (Pasal 341). 
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Dalam pasa 340 KUHP. Pembunuhan yang direncanakan/ Moord, 
Ancamannya ada 3 alternatif yaitu : Seumur hidup, mati dan 20 tahun penjara 
sementara waktu, unsur subyektif: direncanakan terlebih dahulu (Met Voot Bedachte 
Rade, berfikir tenang (In Kroche). 
4) Pembunuhan atas permintaan korban 
Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang 
berbunyi: 
“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu 
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama dua belas Tahun”.23 
Dari unsur  pasal 344 KUHP yakni atas permintaan korban membuktikan 
bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan terletak pada korban sendiri, 
sedangkan dalam pembunuhan biasa ada pada petindak. Bila inisiatif pembunuhan itu 
pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain itu, melainkan pada 
korban sendiri, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam 344 KUHP, tetapi 
termasuk dalam pembunuhan dalam pasal 345. 
Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang 
lain, agar orang lain itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang 
meminta. Adapun bagi orang yang diminta, terdapat kebebasan untuk memutuskan 
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kehendaknya, apakah permintaan korban yang jelas dinyatakan dengan sungguh-
sungguh itu akan dipenuhi ataukah tidak.
24
 
Dengan demikian orang yang diminta membunuh, adalah sepenuhnya 
bergantung pada penilaian dan pertimbangan hakim, hakimlah yang akan menentukan 
berdasarkan logika dan kebiasaan yang berlaku secara wajar dalam masyarakat. 
Dalam pasal 344 KUHP tidak dicantumkan unsur  kesengajaan. Hal ini tidak 
berarti bahwa dalam melakukan pembunuhan pasal 344 tidak diliputi oleh unsur 
kesengajaan. Adalah tidak mungkin terjadi pembunuhan atas permintaan korban 
sendiri karena kelalaian.
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Pembunuhan atas permintaan sendiri ini sering disebut dengan euthanasia, 
yang dengan dipidananya si pembunuh, walaupun si pemilik sendiri yang 
memintanya, membuktikan bahwa sifat publiknya lebih kuat dalam hukum pidana.  
E. Teori-Teori Pemidanaan 
Dalam hukum pidana obyektif berisi tentang berbagai macam perbuatan 
perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan 
ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah 
ditetapkan dalam UU tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan 
kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu 
kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasarnya. 
                                                 
24
 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, (Jakarta, PT. RajaGrafindo 
Persada, 2013), h. 103 
25
 www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html. 06 Desember 2016, 13:25 
WITA 
31 
 
 
Berhubung dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana 
subyektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi, 
yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri. Misalnya penjahat dijatuhi 
pidana penjara atau kurungan dan dijalankan, artinya hak atau kemerdekaan 
bergeraknya dirampas, atau dijatuhi pidana mati dan kemudian dijalankan, artinya 
dengan sengaja membunuhnya. 
Negara yang seharusnya memiliki hak ini tidak ada perbedaan pendapat. 
Negara adalah organisasi sosial yang tertinggi, yang bertugas dan berkewajiban 
menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib/ ketertiban masyarakat. Dalam 
rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, maka wajar jika negara melalui alat-
alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. 
Dari ke tiga teori pemidanaan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergel dings theorien) 
Dasar pemikiran pemikiran dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar 
pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara 
berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan 
penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat 
atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya maka ia harus diberikan 
pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. 
Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan 
karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak 
boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat 
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apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa kedepan 
baik terhadap diri penjahatpun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan 
untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi 
penjahat.
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Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah, yakni: 
a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan); 
b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan 
masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan). 
Bila seorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. 
Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis 
ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya 
ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung 
tetapi juga pad masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan atau menghilangkan 
penderitaan seperti ini (sudut subyektif), maka kepada pelaku kejahatan harus 
diberikan pembalasan yang setimpal (sudut obyektif), yakni berupa pidana yang tidak 
lain adalah suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori 
pembalasan ini  sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya 
maupun masyarakat pada umumnya.
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Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya 
keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, adalah: 
a) Perimbangan dari Sudut Ketuhanan 
b) Pandangan dari Sudut ethika 
c) Pandangan alam Pikiran Dialektika 
d) Pandangan Aesthetica Herbart 
e) Pandangan dari Heymans 
f) Pandangan dari Kranenburg 
 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel theorien) 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa adalah alat 
untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata 
tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan 
agar tata tertib masyarakat agar tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan 
masyarakat itu tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (noodzakelijk) 
diadakan. 
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 
1. Bersifat manakut-nakuti (afschirkking); 
2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 
3. Bersifat membinasakan (onschadelijk maken); 
Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 macam, yaitu: 
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1. Pencegahan Umum (general preventif), 
Di antara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat 
menakut-nakuti adalah teori yag paling lama dianut orang, menurut tori pencegahan 
umum ini ialah pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang 
(umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan, penjahat yang dijatuhi pidana itu 
dijadikan contoh oleh masyarakat, agar umum tidak meniru dan melakukan perbuatan 
yang serupa dengan penjahat itu. 
Ancaman pidana harus ditetapkan terlebih dulu dan harus diketahui oleh 
khalayak umum. Dengan adanya ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui 
oleh umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan 
kejahatan. Ancaman pidana dapat menimbulkan  tekanan atau pengaruh kewajiban 
bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Ancaman pidana 
menimbulkan suatu kontra motif yang menahan kehendak setiap orang untuk 
melakukan kejahatan. 
   
2. Pencegahan khusus (speciale preventif) 
Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori 
pencegahan umum. Tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah 
dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar 
orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk 
perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang 
sifatnya ada tiga macam yaitu : 
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a. Menakut-nakutinya 
b. Memperbaikinya 
c. Membikinnya menjadi tidak berdaya. 
Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut 
bagi orang-orang tertentu agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang diakukannya. 
Tetapi ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi 
kejahatan yang pernah dilakukannya, maka pidana yang dijatuhkan pada orang seperti 
ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sedangkan bagi orang-orang yang ternyata 
tidak dapat lagi diperbaiki maka pidana yang dijatuhkan haruslah bersifat 
membuatnya tidak berdaya atau bersifat membinasakan. 
Pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan 
dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai 
akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana. 
3. Teori gabungan (Vernegings theorien) 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 
pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi 
dasar dari penjatuhan pidana.  
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu : 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak 
boleh melampaui batas dari papa yang perlu dan cukup untuk dapat 
dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
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2. teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi 
penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan 
yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218).  
F.  Pengertian Senjata Tajam dan Penggunaan Senjata Tajam 
Dalam hal ini, senjata tajam yang dimaksud penulis yaitu berupa badik. Badik 
merupakan pisau dengan bentuk khas yang di kembangkan oleh masyarakat Bugis 
dan Makassar. Badik berisi tajam tunggal atau ganda, dengan panjang mencapai 
sekitar setengah meter. Seperti keris, bentuknya asimetris dan bilahnya kerap kali 
dihiasi dengan pamor. Namun berbeda dengan keris, badik tidak memiliki ganja’ ( 
penyangga bilah). 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta memberikan 
pengertian Senjata dan Tajam sebagai berikut: 
a. Senjata diartikan: 
Alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang (Keris, Tombak, 
dsb) Tajam diartikan: 
1) Bermata tipis, halus, dan mudah mengiris, melukai dsb (tentang Pisau, 
Pedang, dsb); 
2) Runcing,berujung lancip, tidak memberikan pengertian tentang apa yang 
dimaksud dengan senjata tajam, tetapi hanya menggolongkan senjata tajam 
yaitu: 
1) Senjata pemukul; 
2) Senjata penikam atau; 
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3) Senjata penusuk.
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Melihat pengertian-pengertian di atas penulis berkesimpulan bahwa senjata 
tajam adalah alat yang terbuat dari benda yang bekas dan mempunyai ujung yang 
runcing yang biasa digunakan untuk menusuk, mengiris, dan biasa digunakan untuk 
melakukan kejahatan. 
Penggunaan berasal dari “guna” yang kemudian mendapat tambahan awalan 
“peng dan akhiran an” menjadilah kalimat penggunaan berarti pemakai sesuatu 
dengan tujuan tertentu pula. Biasanya apabila yang biasa disebut adalah senjata tajam 
orang orang selalu menafsirkan sebagai alat untuk membela, atau keperluan lainnya. 
Akan tetapai apabila “senjata tajam”itu dihubungkan dengan masalah 
peperangan atau perkelahian, maka sudah barang tentu yang dimaksud dengan senjata 
tajam adalah benda yang lazim dipakai untuk membela diri seperti misalnya, parang, 
badik, pedang, pisau, tombak dan lain-lain. 
Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1951 bahwa: 
Pasal 2 
(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, 
menerima, mencoba, memperolehnya, mnyerahkan atau mencoba, 
menguasai, membawa, mempunyai persedian padanya atau mempunyai 
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunkan atau mengeluarkan dari Indonesai sesuatu senjata 
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 W.J.S Poewadarmita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1976),  h. 
817 
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pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk(slag, steek of 
stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya 10 
tahun. 
(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata 
penusuk dalm pasal ini, tidak termasuk barang-barang nyata-nyata 
dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-
pekerjaan rumah tangga atau  untuk kepentingan melakukan dengan sah 
pekerjaan ata yan nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno 
atau barang ajaib (merkwaardigheid). 
Menghindari keadaan yang kacau dan untuk melindungi ketertiban masyarakat, 
maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan membawa senjata tajam, 
dengan mencantumkan dengan lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78 tentang 
Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951, terkhusus pada Pasal 2 yang 
mengatur tentang senjata tajam. 
Terciptanya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang termuat 
dalam Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 78 tersebut, maka para pembuat Undang-
undang menganggap bahwa berdasarkan asas yang menyatakan “semua orang 
dianggap mengetahui atau paham Undang-undang”. 
Kenyataannya anggapan para pembuat Undang-undang keliru sebab masih 
banyak dari palaku yang terlibat penyalahgunaan senjata tajam belum mengetahui 
dan paham peraturan tersebut terutama pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat 
Nomor 12 Tahun 1951. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Soedarto, yang menyatakan bahwa: 
Dewasa ini diragukan sekali adagium yang fiktif itu, sebab kenyataanya tidaklah 
mungkin orang mengetahui semua aturan dalam undang-undang. Saya tidak yakin 
bahwa seorang penjahat pun tahu akan segala peraturan meskipun itu menyangkut 
jabatannya. Adilkah kalau kita mengharapkan dari rakyat biasa untuk mengetahui 
segala aturan dalam undang-undang. Saya tidak yakin bahwa seorang pejabat pun 
tahu akan segala peraturan meskipun itu menyangkut jabatannya.
29
 
Terlepas dari semua anggapan diatas, maka tidak berarti bahwa hak-hak setiap 
warga Negara dibatasi, apabila ternyata Senjata Tajam tersebut digunakan untuk 
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sah, seperti yang kita ketahui Senjata Tajam 
biasa digunakan oleh penjagal sapi, dan  pedagang pisau dipasar, para petani di 
Sawah-sawah, anggota Pramuka, Pejabat Pemerintah yang menjalankan tugas seperti 
Pamong Praja, Hansip dan sebagainya. 
Padahal diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah senjata tajam, tapi 
Undang-Undang darurat memberikan pengecualian seperti yang termuat dalam Pasal 
2 ayat (2). Lagipula biasanya pelanggaran peraturan Undang-Undang Darurat tersebut 
dapat diketahui setelah terjadi tindak pidana lain, seperti pembunuhan dan 
penganiayaan, serta perkelahian yang menggunakan senjata tajam terjadi. Dimana 
diketahui bersama perbuatan tersebut dikenal dengan nama concursus, yakni 
penggabungan dua tindak pidana. 
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 Soedarto.. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung. Alumni, 1977). h. 12 
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Tetapi kenyataannya berbagai kasus Kejahatan seperti Pembunuhan dan 
Penganiayaan, Perampokan, serta Perkelahian yang dilakukan dengan menggunakan 
senjata yang lazim digunakan untuk melakukan pekerjaan rumah. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
penelitian lapangan (field research), penelitian yang mengkaji kolerasi antara 
kaidah hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang – undangan dengan 
kaitannya terhadap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat, yakni tinjauan 
kriminologi terhadap delik pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam 
khususnya badik di Kota Makassar. 
2. Lokasi penelitian, untuk mendapatkan  data dan informasi yang diperlukan 
berkaitan dengan permasalah dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis 
melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri 
Makassar. Dengan alasan bahwa di Pengadilan Negeri Makassar adalah tempat 
instansi badan hukum yang memberi penyelesaian perkara delik pembunuhan 
dengan menggunakan badik. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, 
maka spesifikasi pada penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif – 
empiris  yaitu penelitian yang mengkaji kolerasi antara peraturan-peraturan yang 
berlaku yang dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya dalam perkara 
pembunuhan dengan menggunakan badik. 
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C. Sumber Data 
 Adapun sumber data yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 
dengan pihak yang berkompoten terkait dengan penulisan skripsi ini. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen dari instansi lokasi 
penelitian, literatur, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri 
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier 
yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalah yang telah dirumuskan. 
a. Bahan hukum primer, kitab undang – undang hukum pidana (KUHP). 
b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, buku, artikel ilmiah, 
internet, dan lain-lain. 
c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. 
D. Metode Pengumpulan Data 
 Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
a. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengan masalah yang penulis teliti. 
b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap pihak-
pihak terkait dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini, penulis melakukan 
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wawancara dengan beberapa narapidana yang terkait kasus pembunuhan dengan 
menggunakan badik dan oknum kepolisian. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat 
sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara dan 
dokumen. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-
sumber informasi. 
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data 
sekunder di kelolah secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan 
guna mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan 
memandang mutu peraturan perundang - undangan terhadap peristiwa hukum 
yang terjadi yakni pembunuhan dengan menggunakan badik. Kemudian data 
dipaparkan dalam uraian kata-kata secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya berkaitan 
dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan dengan 
menggunakan Badik  di Kota makassar. 
Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu Badan Peradilan merupakan 
Pengadilan Kelas 1A Khusus dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang 
Wakil Ketua, yang kedua-duannya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan 
bertanggung jawab atas terselenggarannya peradilan dengan baik dan menjaga 
terpeliharannya citra dan wibawa Pengadilan. Mengingat luas lingkup tugas dan berat 
beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, oleh undang-undang 
dibedakan menurut jenisnya kedalam : 
1. Administrasi Kepanitraan. 
2. Administrasi Kesekretariatan. 
Pengadilan Negeri selaku salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di 
lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan 
pada umumnya dibidang hukum perdata dan pidana. (pasal 2 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). 
Adapun visi dan misi dari Pengadilan Negeri Makassar yakni sebagai berikut : 
Visi, Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, 
efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan 
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hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta 
mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Sedangkan misinya yaitu, 
mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang Dasar dan peraturan, serta 
memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan 
independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Memperbaiki akses pelayanan 
dibidang peradilan kepada masyarakat, memperbaiki kualitas input internal pada 
proses peradilan. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif,efisien, bermartabat 
dan dihormati. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan 
transparan. 
Seiring berkembangnya zaman, kejahatan terus terjadi dimana-mana. Tak 
mngenal status, siapa saja dapat melakukan pembunuhan bahkan pelakunya bisa jadi 
anak. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi pun beragam, contohnya penganiyaan, 
pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan dengan sangat keji. 
Kejahatan  pembunuhan  terhadap  jiwa  orang  lain  terus  terjadi  dan 
menjadi pemberitaan luas oleh media massa. Pembunuhan merupakan perilaku 
seseorang atau sekelompok orang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. 
Kejadian  pembunuhan  dilatar-belakangi  oleh  berbagai  sebab,  sehingga seseorang 
merencanakan,  memutuskan  dan  mengeksekusi  pembunuhan terhadap  orang  lain. 
Berbagai  faktor  penyebab  seringkali  menjadi  daya  penggerak  bagi seseorang  
untuk  melakukan  pembunuhan.  Dalam  kasus  pembunuhan berencana  (planned  
murder),  biasanya  seorang  calon  pembunuh  sudah mengetahui  siapa  calon  
korban  yang  akan  dibunuhnya,  sedangkan  dalam kasus  pembunuhan  tak  
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berencana  (unplanned  murder),  seseorang  membunuh orang  lain  karena  adanya  
konflik  emosional  antara  dirinya  dengan  calon korban. 
Pebunuhan juga bisa diartikan dengan kejahatan terhadap nyawa, sehingga 
kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 
dasar, yaitu atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa).
1
 
Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama 
setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting 
akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya, setelah dibacok, 
karena menderita luka-luka berat ia dirawat di Rumah Sakit, dua minggu kemudian 
akibat luka-luka berat tersebut ia meninggal dunia.  Syarat-syarat dalam unsur 
menghilangkan nyawa orang lain harus dibuktikan. Untuk menentukan adanya wujud 
perbuatan dan adanya kematian, tidaklah merupakan hal yang sulit. Lain halnya 
dengan untuk menentukan sebab apa timbulnya kematian atau dengan kata lain 
menetapkan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan timbulnya 
kematian. 
Adapun senjata tajam yang digunakan dalam melakukan pembunuhan yaitu 
parang, busur, badik, kayu, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis membahas 
pembunuhan dengan menggunakan badik. Bagi orang Makassar, Badik adalah 
identitas. Badik sering dijadikan perlambang keberanian mereka. Maka tidak heran, 
                                                             
1 Adami chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, ( Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 
2013), h. 55  
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Badik menjadi salah satu item simbolik yang terdapat dalam Lambang Bugis 
Makassar, bersama dengan padi-kapas, Perahu Pinisi, dan lain-lain. 
Badik adalah senjata tradisional yang terdapat di sejumlah daerah di 
Indonesia. Di banding yang lainnya, Badik yang berasal dari Sulawesi Selatan 
terbilang yang paling dikenal luas. Badik Sulawesi Selatan, umumnya seperti pisau, 
dengan satu atau dua sisi tajam, dengan bentuk asimetris, dan sebagian di antaranya 
dihiasi dengan pamor. 
Hingga kini, Badik Sulawesi Selatan yang memiliki sejumlah ragam ini masih 
lestari di lingkungan masyarakat Sulawesi Selatan, terutama di kalangan warga 
Melayu Makasar, Bugis, dan Mandar. Di antara kelompok-kelompok sosial tersebut, 
dikenal beberapa jenis Badik, yakni Badik Raja, Badik Lagedong, Badik Lawu, dan 
Badik Lompo Battang. 
Menurut pandangan orang Bugis-Makassar, setiap jenis badik memiliki 
kekuatan sakti (gaib). Kekuatan ini dapat memengaruhi kondisi, keadaan, dan proses 
kehidupan pemiliknya. Sejalan dengan itu, terdapat kepercayaan bahwa badik juga 
mampu menimbulkan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran 
ataupun kemelaratan, kemiskinan dan penderitaan bagi yang menyimpannya. 
Sejak ratusan tahun silam, badik dipergunakan bukan hanya sebagai senjata 
untuk membela diri dan berburu tetapi juga sebagai identitas diri dari suatu kelompok 
etnis atau kebudayaan. Badik ini tidak hanya terkenal di daerah Makassar saja, tetapi 
juga terdapat di daerah Bugis dan Mandar dengan nama dan bentuk berbeda. 
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Secara umum badik terdiri atas tiga bagian, yakni hulu (gagang) dan bilah 
(besi), serta sebagai pelengkap adalah warangka atau sarung badik. Disamping itu, 
terdapat pula pamor yang dipercaya dapat memengaruhi kehidupan pemiliknya. 
Terlepas dari itu bahwa badik merupakan identitas diri bagi masyarakat 
Makassar, hal itu bertentangan dengan UU drt. No.12 tahun 1951 Pasal 2 ayat 2 
tentang “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau  senjata penusuk 
dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk 
dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk 
keepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan 
sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib” 
Maksudnya ialah dengan membawa senjata tajam atau senjata pemukul dan 
penikam dapat di hukum dengan hukuman maximal sepuluh tahun penjara walaupun 
demikian ada diantara senjata yang membahayakan tersebut mendapat pengecualian 
khusus karena senjata atau barang tersebut di gunakan untuk pekerjaan yang tidak 
bertentangan dengan hukum yang berlaku pengecualian tersebut, termasuk badik. 
Menurut Aitup Arifuddin reskrim polsek Rappocini, apapun alasannya, tidak 
boleh membawa senjata tajam apalagi badik. Meski dengan alasan ingin meliindungi 
diri tetap di tahan, sedangkan yang melakukan tari-tarian dengan propertinya adalah 
badik itu tetap dilarang, dihimbau penari menggunakan properti buatan agar terhindar 
dari hal-hal yang tidak di inginkan.
2
 
                                                             
2 Wawancara Aiptu Arifuddin Reskrim Polsek Rappocini, tanggal 02 Juni 2017, pukul 20:16 
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Berikut adalah tabel hasil survey 3 (tiga) tahun terakhir yang melakukan 
pembunhan yaitu: 
Tabel 1.1 
KASUS 
TAHUN 
2014 2015 2016 
PEMBUNUHAN 17 15 19 
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar 2017 
Grafik mengenai tabel di atas yang melakukan pembunuhan dari hasil survey 
3 (tiga) tahun terakhir. 
 
Dari hasil tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan 
yang terjadi di makassar di tahun 2014 sebanyak 17 orang, di tahun 2015 sebanyak 
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15 orang, dan di tahun 2016 sebanyak 19 orang. Hal ini menunjukkan bahwa 
bertambahnya jumlah pelaku tindak pidana pembunuhan di Kota Makassar. 
Dari hasil penelitian di atas, penulis meneliti lebih khusus dengan senjata 
tajam badik, dan berikut adalah tabel hasil penelitian 3 tahun terakhir yang 
melakukan pembunuhan dengan menggunakan badik. 
Tabel 1.2 
KASUS 
JENIS 
SENJATA 
TAJAM 
TAHUN 
2014 2015 2016 
PEMBUNUHAN BADIK 3 5 8 
 
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar 2017 
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 Berdasarkan grafik d atas, Jumlah  pelaku yang melakukan pembunuhan 
dengan badik di tahun 2014 sebanyak 3 orang, di tahun 2015 sebanyak 5 orang, dan 
di tahun 2016 sebanyak 8 orang. 
 Berdasarkan data tersebut, jumlah orang yang melakukan delik pembunuhan 
dengan menggunakan badik mulai tahun 2014-2016 mengalami peningkatan. 
Sehingga penulis melakukan wawancara dengan hakim yang menangani kasus 
perkara pembunuhan, pihak kepolisian, dan beberapa nara pidana yang  melakukan 
delik pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam badik. Adapun hasil dari  
wawancara tersebut di kembangkan oleh penulis dalam gambaran umum dan khusus 
mengenai faktor-faktor terjadinya pembunuhan dengan badik. 
 Adapun beberapa faktor penyebab atau yang melatar-belakangi terjadinya 
delik pembunuhan dengan menggunakan badik terbagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu 
faktor langsung dan faktor tidak langsung : 
A. Faktor Langsung 
1. Faktor Pendidikan 
Faktor pendidikan dalam hal ini memang memegang peranan yang sangat 
dalam kehidupan masyarakat, tak menutup kemungkinan berbagai tindak kejahatan 
dilatar belakangi oleh rendahnya background pendidikan dan pelakunya. Dengan 
masyarakat yang tak pernah mengenyam bangku pendidikan, sehingga 
mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum, ataupun moral dan 
agama sehingga menunjang masyarakat melakukan tindak kejahatan yaitu 
pembunuhan. 
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2. Faktor Lingkungan 
Faktor lingkungan juga berperan aktif dalam menciptakan pelaku kejahatan 
pembunuhan di Kota Makassar. Lingkungan yang kumuh dan terpencil membuat 
wilayah Makassar rawan terhadap berbagai bentuk tindakan kriminal. Terlebih lagi 
Makassar merupakan kota yang dimana sebagian penduduk adalah pendatang. 
Sehingga banyak yang terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. 
Jadi melihat berbagai faktor yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik beberapa 
kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan yang diatur 
dalam pasal 338 KUHP, ada 5 faktor utama yakni tingkat kemampuan ekonomi 
masih dibawah rata-rata serta masih tingginya tingkat pengangguran, rendahnya 
tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan tentang akhlak, moral, dan agama, 
lingkungan yang kurang baik, serta pendatang dari desa ke Kota Makassar yang 
semakin meningkat. 
B. Faktor Tidak Langsung 
1. Faktor Ekonomi 
Terjadinya pembunuhan di Kota Makassar secara tidak langsung dipengaruhi 
oleh faktor kondisi ekonomi yang buruk. Pada golongan rakyat yang memiliki status 
sosial dan ekonominya rendah dan yang biasanya memiliki banyak anak, data 
lapangan ditemukan bahwa pemicu terjadinya pembunuhan. Semakin meningkatnya 
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pencari kerja dan tidak diimbangi dengan terbukanya lapangan pekerjaan membuat 
sejumlah masyarakat kota Makassar banyak yang pengangguran. 
Hal ini semakin sulit dikarenakan beberapa lapangan kerja memberikan standar 
tertentu dalam hal  pendidikan. Ini membuat masyarakat yang masih dalam kategori 
dibawah garis kemiskinan sulit untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga masyarakat 
lebih mudah melakukan perampokan lalu membunuh demi bertahan hidup. 
2. Faktor Adat 
Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa 
Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap ke dalam Bahasa 
Indonesia , sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan 
menggunakan istilah tersebut. 
Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus 
menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu 
yang lama. 
Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang 
sejak dahulu serta sudah berakar didalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis namun 
hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. 
Norma-norma dan nilai-nilai yang ada didalam hukum adat sangat di patuhi dan 
dipegang teguh oleh masyarakat adat. 
Ini berarti bahwa walaupun hukum adat itu tidak tertulis tetapi didalamnya 
sudah diatur dan disepakati bagaimana seseorang bertindak, berprilaku baik dalam 
lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat secara tertulis. 
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Oleh karena itu, hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, 
maka dapatlah dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkritisasi daripada 
kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan 
kebudayaan sederhana.
3
 
Adat sebagai ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat 
sehari-hari memiliki wibawa dan wibawa inilah sebagai modal utama dalam 
pemerintahan adat. Hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara 
sehingga bagi yang dinyatakan bersalah, hukum adat mempunyai sanksi moral dan 
material, sanksi material jika tidak sanggup dibayarkan oleh yang bersalah, sanksi 
tersebut diambil alih oleh keluarga/kalbu atau waris dari orang yang berbuat salah 
tersebut. 
Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat Makassar sangat menjunjung tinggi 
adat mereka sehingga perilaku masyarakatnya dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan 
turun temurun dari nenek moyang mereka. 
Badik merupakan simbol kejantanan dari seseorang lelaki di masyarakat Bugis 
pada umumnya, dan masyarakat Makassar pada khususnya. Sehingga setiap keluar 
dari rumah, masyarakat Makassar sampai sekarang khususnya kaum lelaki membawa 
sebilah badik. Faktor inilah yang menyebabkan terkadang terjadinya pembunuhan, 
sebab yang awalnya hanya sebagai simbol kejantanan ataupun sebagai alat untuk 
melindungi diri jika terjadi sesuatu di perjalanan badik itu bisa digunakan sebagai alat 
untuk membunuh. 
                                                             
3 Soerjono soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), h. 338 
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Adapun faktor-faktor lain yang memicu terjadinya pembunuhan berdasarkan 
wawancara dengan hakim saparman yaitu : 
a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri pelakunya seperti pelaku yang 
menderita kelainan jiwa atau sifat khas tertentu dalam diri pribadinya, misalnya 
emosional. 
b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar pelakunya seperti faktor-faktor sengketa 
keluarga, siri’ (malu), minuman keras, utang piutang, masalah perempuan dan 
sebagainya.
4
 
Menurut salah satu nara pidana dengan inisial RZ mengatakan karena badik 
lebih cepat proses kematian, apalagi badik yang diyakini memiliki keajaiban dari 
warisan leluhur. Sehingga sebagian masyarakat lebih senang menggunakan badik 
hasil dari pemberian warisan leluhur.
5
 
Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang 
terdapat pada individu. Para tokoh psikologi mempertimbangkan suatu variasi dari 
kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak 
memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang 
lemah.
6
   
 Dengan kata lain orang yang melakukan delik pembunuhan menggunakan 
badik dapat di tinjau dari biologis dan psikologis seseorang. Konsep dasar psikologis 
                                                             
4
 Wawancara Hakim Saparman, tanggal 18 Mei 2017, pukul 16.02 
5
 Wawancara Narapidana inisial RZ, tanggal 02 Juni 2017, pukul 20:45 
6  Topo santoso dan Eva Achjani, Kriminologi (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 36 
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dan biologis tentang penyebab kejahatan melihat adanya sesuatu yang salah pada 
pikiran pelaku kejahatan sehingga mereka terlibat dalam tindak kejahatan 
pembunuhan. 
 
B. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah pembunuhan dengan 
menggunakan Badik di Kota makssar. 
Ditinjau dari pandangan islam delik pembunuhan mendapat sanksi yang lebih 
berat lagi. Sehingga sanksi tersebut membuat masyarakat enggan atau takut untuk  
melakukan pembunuhan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai cara untuk mencegah 
pembunuhan, agar tidak ada lagi masyarakat yang berani melakukan pembunuhan. 
Berikut adalah sanksi-sanksi apabila melakukan delik pembunuhan dalam 
pandangan islam yaitu, Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban 
dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan qishash, diat, pihak keluarga 
memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.
7
 
Syariat Islam diturunkan oleh Allah swt. untuk kemaslahatan hidup manusia, 
baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Nyawa 
seseorang adalah mahal, karena itu harus dijaga dan dilindungi. Sehingga pemerintah 
harus melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pembunuhan. Hanya 
saja sanksi yang berlaku pada hukum islam tidak berlaku di Indonesia yang 
menggunakan hukum posistif. 
                                                             
7 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Grafik, 2012), h. 35 
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Berdasarkan hasil survey bahwa semakin meningkatnya yang melakukan 
pembunuhan dengan menggunakan badik, untuk itu pihak Kepolisian mengadakan 
langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pembunuhan dengan badik. 
Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian yakni Pre-
emtif, Preventif dan Represif. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikannya sebagai 
berikut: 
1. Pre-emtif 
Usaha-usaha yang dilakuakan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-
Emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma 
tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk 
melakukan kejahatan atau pelanggaran tapi tidak niatnya untuk melakukan hal 
tersebut maka  tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat 
menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
Adapun bentuk upaya Pre-Emtif yakn dengan mengadakan penyuluhan. Selama 
ini pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak 
LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat) serta melibatkan seluruh masyarakat dan toko 
agama. Penyuluhan ini dilaksanakan pada sekolah-sekolah, tempat-tempat ibadah, 
serta dilingkungan masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman dan 
pengetahuan kepada masyarakat, agar menjadi masyarakat yang tertib dan taat hukum 
di Kota Makassar. 
Hal ini dimakasudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar 
dapat menekan laju perkembangan kejahatan pada umumnya dan delik pembunuhan 
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dengan menggunakan senjata tajam ppada khususnya. Dan memberikan pemahaman 
kepada masyarakat, agar memiliki kesadaran hukum  yang baik, sehingga tidak 
melakukan kejahatan khususnya delik pembunuhan dengan menggunakan senjata 
tajam, karena bagaimanapun masyarakat yang kurang mendapatkan pemahaman yang 
baik tentang hukum akan mudah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan 
dengan norma-norma, baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial lainnya 
khususnya norma hukum. Maka selama ini pihak Kepolisian telah melakukan 
penyuluhan-penyuluhan hukum di berbagai tempat, agar masyarakat tidak terjerumus 
dalam perbuatan-perbuatan tercelah atau kejahatan khususnya delik pembunuhan 
dengan menggunakan senjata tajam. 
2. Preventif 
Upaya pencegahan bisa juga disebut tindakan Preventif. Tindakan ini 
merupakan upaya yang dilakukan secara sistematik berencana, terpadu dan terarah 
kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadikan 
dilik pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam di Kota Makassar. upaya 
tersebut meliputi : 
a. Melakukan patroli 
Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 orang atau lebih 
anggota polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan 
jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati atau mengawasi situasi dan kondisi yang 
diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak kejahatan 
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yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan 
kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat. 
Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Arifuddin Reskrim Polsek Rappocini 
menegaskan bahwa patroli dilakukan didaerah-daerah yang rawan terjadinya suatu 
kejahatan, karena dengan adanya patroli oleh petugas dilapangan, diharapkan dapat 
mencegah dan mengontrol terjadinya suatu kejahatan khususnya delik pembunuhan 
dengan menggunakan senjata tajam di Kota Makassar.
8
 
Lanjut, walaupun wilayah Makassar sangat luas, itu tidak menjadi hambatan 
untuk melakukan patroli keliling agar memberikan rasa aman kepada seluruh 
masyarakat dan untuk meminimalisir terjadinya suatu kejahatan khususnya delik 
pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam. Dengan adanya petugas melakukan 
patroli didaerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan, maka secara langsung 
seseorang akan merasa takut untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, karena 
selalu ada petugas melakukan patroli di tempat tersebut. 
b. Melakukan Ronda Malam 
Selain mengadakan patroli keliling yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, juga 
melakukan ronda malam didaerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya suatu 
kejahatan, dan bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menjaga keamanan 
dan ketertiban. Hal ini dimaksudkan agar dapat menekan terjadinya suatu kejahatan 
khususnya delik pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam. 
3. Represif 
                                                             
8 Wawancara Aiptu Arifuddin Reskrim Polsek Rappocini, tanggal 02 Juni 2017, pukul 20:16 
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Seiring pelaksanaan penanggulangan delik pembunuhan dengan menggunakan 
senjata tajam yang bersifat represif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan 
yang bersifat Represif dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya ini baru 
diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi. 
Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam 
menanggulangi terjadinya tindak pidana antara lain, adalah : 
a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan dari 
Masyarakat 
b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya 
hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara delik pembunuhan dengan 
menggunakan senjata tajam di Kota Makassar dan selanjutnya jika sudah lengkap 
segera dilimpahkan ke Kejaksaan 
Dengan mengambil langkah-langkah seperti yang telah dikemukakan diatas, 
maka akan dapat mengoptimalkan tindakan kejahatan sehingga keresahan masyarakat 
merupakan masalah selama ini akan dapat tertanggulangi dengan baik 
Untuk itu, tanggung jawab dari masing-masing personil kepolisian untuk secara 
konsisten melaksanakan dan melakukan tugas-tugasnya dengan sangat baik, sehingga 
dapat menanggulangi dan mengendalikan kejahatan khususnya delik pembunuhan 
dengan menggunakan senjata tajam dii Kota Makassar. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian/pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai delik 
pembunuhan dengan menggunakan badik sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian yang dilakukan penulis, penyebab terjadinya suatu delik 
pembunuhan dengan menggunakan badik di Kota Makassar, ada 2 (dua) 
faktor, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung 
terdiri dari faktor pendidikan dan faktor lingkungan, sedangkan faktor tidak 
langsung terdiri dari faktor ekonomi dan faktor adat. Kemudian adapun 
faktor-faktor lain yaitu sengketa keluarga, siri’ (malu), minuman keras, utang 
piutang, masalah perempuan, dan sebagainya. Dari beberapa faktor tersebut 
itulah yang sangat terlihat paling berpengaruh terjadinya delik pembunuhan 
dengan menggunakan badik di Kota Makassar. 
2. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam 
menanggulangi delik pembunuhan dengan menggunakan badik di Kota 
Makassar yaitu Pre-emtif, preventif, dan represif. Upaya Pre-emtif dilakukan 
dengan mengadakan penyuluhan, upaya represif dilakukan dengan 
mengadakan patroli dan ronda malam, dan upaya represif dilakukan dengan 
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melakukan tindakan kepolisian yakni penangkapan, penahanan dan 
pelimpahan kasus ke Penuntut Umum (P-21). 
B. Saran   
Agar dapat mengurangi atau menekan terjadinya delik pembunuhan dengan 
menggunakan badik di Kota Makassar, maka saran penulis yaitu : 
1. Agar pihak kepolisian lebih menambah lagi jumlah personil khususnya yang 
ditempatkan di beberapa pos-pos polisi dan sebaiknya pihak kepolisian lebih 
teliti lagi dalam melihat kondisi dimasyarakat sehingga mampu dengan cepat 
dan intensif apabila terjadi kejahatan khususnya delik pembunuhan dengan 
menggunakan badik di Kota Makassar. 
2. Selain itu pihak pemerintah dan kepolisian diharapkan agar dapat 
berkompoten mengenai masalah ini agar lebih aktif dan meningkatkan 
koordinasi dalam memberikan upaya-upaya penyuluhan didaerah-daerah 
yang dianggap rawan terjadi delik pembunuhan. 
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